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Pansus Sepakati

RUU Otsus

Keterlibatan DPRP dan MRP diharapkan menjadi
pertimbangan utama pemekaran Papua.

- FEBRIAMNTO ADl SAFLUTRO

JARARTA — Panitia Khusus (Pansus)
menyvepakati Rancangan Undang-Undang
CRLIL) =21 Tahun 2oo01 tentang Olonomi
Khusus (Otsus) Provinsi Papua disahkan
dalam pembicaraan tingkat [1 atao rapat
PATIPUrma.

Pembahasan RUL (xsus Papua ter-
pantau copat karcna pansus bara dibentulk
10 Febhruari 2021, Tercatat, pembahasan
RULT Otsus hanva membutuhkan aswakta
kurang «dari litma bulan karemna terpotong,
jeda masa reses dua kali pada 11 Februari-
5 Maret dan 1z April-5 hei 2o,

Ketua Pansus Otsus Papua Komaruadin
Watubun menuturkan, seluruh fraksi di
DPR dan perwakilan Dewan Permwakilan
Dacrah (DFPD) sudah menvepaliati poin-
poin pembahasan yvang seda dalam RETETD
tsus Papua. Direncanakan, pengambilan
keputusan dalam sidang paripurnas digelar
pada Kamis (15,/7)] mendatang. "Sembilan
Traksi dan Komite T DDPD RT sermua mme—
nyvatakan menerima dan menvetujul peiii-
bahasan rancangan peruababan ing untulk
ditetapkan menjadi undang-undang. dan
dengan mengucaplkan bismillahicvahrma-
nirahim, sava mengesahkan ini untuk
dibawa ke paripurma,” koata Komaradin,
Senin (12570,

Tralam pandangan mint fralossinya, ang-—
gota Pansus Otsus Papua Fraksi PDIP, 1Y
E=sti Wijayati, memberikan catatan pada
Pasal 75 Avat 4 tentang Perdasus (Peratur-
an Daerah Khusus) dan Perdasi { Peraturan
Dacrah Provinsi), Beleid pasal itu menyve—
but pemerintah dapat mengambil alib pe-
laksanaan kewenangan perdasus dan per-
dasi jika tidak Drisa dinvndangkan dalam
willkiu satu tahun. "Poenyvusunan perdasus
dan perdasi agar penetapannwva tidak
melewati batas waktu vang ditentukan
undang-undang ind."” wjarnya.

MAngepota Pansus Otsus Papua Fraksi
Fartal Golkar, Trifena W Tinal dalam pan-
dangan mini fraksinya menilai revisi terha-
dap pasal 34 tentang pengaturan dana alo-
kasi khusus menjadi salah satu solusi ter-

haik terkait evaluas<i permanfaatan oana oto-
nomi khusus. "Penggunaannya dalam LT
sebwesar 30 persen untuk belanja pendidik-
an dan 20 persen untuk belanja kesehatan,'”
wujar Trifena » Tinal.

Angmota Komite I DPD BRI, Filep Wa-
mafma, menilai, penambahan dana otsus
Papua menjadi 2,25 persen memberilkan
pengartbh lebhiby luas bhagi orang asli Papua
untuk maju, berkembang, danm menjadi
trean di daerahnyva sendiri.

Pemekaran
Scementara itu, berkaitan dengan penme-
karan di wilavah Papua, DPD BRI berpan-
dangan pembentulian daerah otonorn ha-
rusopva sebapai bentulk pengharsaan satu-
n-satuan masvarakat adat yvang ada di Pa-
pua. "Keterlibatan DPRP dan MREP diba-
rapkan-tidalk hanyva di atas kertas dilibatlkkan
dan menjadi dasar pertimbangan untama
dalam pemekaran Provinsi Papua, keter-
libatan DPRP dan MREP jadi sangat penting
agar kemudian hari pemekaran tidak omven-
Jadi sumber kanilik di tanah Papua.” kata-
Ny, Med: sgus ranano

PASAL KRUSIAL:

- FPasal 28 Ayat T tenlang partai
politik: Penduduk Papua dapat
membentuk parta polittk dihapus.

- Pasal 28 Avat 2 tentang partai
politik: Tata cara pembentukan
partai politik dan keikutsertaan
dalam pemilu dihapus.

- Pasal 34 tentang dana otsus:
Penambahan dana otsus menjadi
Z.25 persen dari DALF,

- Pasal 48a dibentuknya badan khu-
sus yang bertanggung jawalb
secara langsung kepada presiden.

- Pasal 746 Ayat 2 tentang
permerintah dam DPFR bisa
melakukan pemekaran di Papua.,
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